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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Aset Tetap
Menurut PSAP 07 akuntansi aset tetap, “aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”. Menurut Bambang Riyanto (2011:115), “aktiva tetap ialah aktiva yang tahan lama yang tidak atau secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi”. Menurut Dr. A. Gima Sugiama (2013:15), “aset menurut sudut pandang ekonomi adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) dimiliki oleh seseorang, sebuah organisasi baik swasta maupun pemerintah yang memiliki: nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value), nilai tukar (exchange value)”. 
Berdasarkan bentuknya, aset dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu:
1. Aset berwujud (tangible assets) adalah kekayaan yang dapat dimanifestasikan secara fisik dengan menggunakan panca indera. Contohnya tanah/lahan, bangunan, infrastruktur (misalnya jalan raya, jembatan, irigasi, dan waduk)
2. Aset tidak beruwujud (intangible assets) adalah kekayaan yang manifestasinya tidak berwujud secara fisik yakni tidak dapat disentuh, dilihat, atau tidak bisa diukur secara fisik, namun dapat diidentifikasi sebagai kekayaan secara terpisah dan kekayaan ini memberikan manfaat serta memiliki nilai tertentu secara ekonomi sebagai hasil dari proses usaha. Contohnya hak paten, hak cipta, hak merek dagang.

Berdasarkan pengertian beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang tahan lama yang tidak atau secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



2.1.2 Pengklasifikasian Aset Tetap
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap menurut PSAP 07 adalah sebagai berikut:  
1. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 
2. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 
3. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 
4. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 
5. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 
6. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum elesai seluruhnya. 
Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.3 Penatausahaan Aset Tetap
“Tata usaha adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja” (Yaser, 2010). Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, “penatausaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada penatausahaan aset tetap dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Peranan penatausahaan aset dalam pengelolaan aset menempati posisi yang sangat strategis karena semua kebijakan lebih efektif jika didasarkan pada data akurat yang diperoleh dari kegiatan penatausahaan aset. 
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penatausaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan tentang keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja dalam hal ini aset tetap milik pemerintah daerah.
2.1.3.1 Pembukuan
Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, “pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah”. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan harus sesuai denga format:
1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah,
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin,
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan,
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya,
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Kostruksi dalam Pengerjaan,
7. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
Sementara itu Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembukuan merupakan pencatatan semua aset tetap, mutasi, hasil inventarisasi ke dalam daftar barang dan kartu inventaris barang, melakukan penghapusan atas aset tetap yang rusak berat dan hilang, serta melakukan reklasifikasi untuk setiap aset tetap hilang yang ditemukan kembali.
2.1.3.2 Inventarisasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “inventarisasi berasal dari kata inventaris, merupakan daftar yang memuat semua barang yang dimiliki oleh individu maupun instansi”. Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, “inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah”. Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Menurut Sugiama (2013:173), “inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu”. 
Berdasarkan pengertian beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa inventarisasi adalah proses yang dimulai dengan pengumpulan data, pencatatan, dan pelaporan seluruh aset atau barang beserta seluruh aspek legalnya. 
Inventarisasi aset dilakukan untuk mendapatkan data seluruh aset yang dimiliki, dikuasai sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi pemerintah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh
informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang
dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi
dan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah
daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen. Dalam kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data yang meliputi nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/cara perolehan barang, ukuran barang/konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, keterangan.
Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:
1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
2. Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal
sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;
3. Menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.
Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam
Buku Inventaris. Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, 
Agar buku inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Inventarisasi digunakan untuk membuat sebuah daftar yang memuat semua aset atau barang yang dimiliki oleh organisasi, perusahaan, maupun instansi pemerintah baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui asal usul serta informasi yang berkaitan dengan aset. Informasi yang diperoleh dari hasil inventarisasi umumnya mencakup volume, luas, jenis, spesifikasi, merk dan harga perolehan dari aset. Inventarisasi juga memberikan informasi mengenai keberadaan aset pemerintah daerah, karena jumlah aset yang besar dapat memberikan kemungkinan aset yang tercatat hilang dan tidak diketahui keberadaannya ataupun aset yang jelas keberadaannya namun tidak tercatat di laporan aset milik pemerintah daerah. Untuk memudahkan pencatatan dan pemahaman disetiap instansi pemerintahan, maka dibuatlah ketentuan inventarisasi barang yang berlaku secara nasional di Indonesia, ketentuang tersebut digunakan untuk mengisi Kartu Inventaris Barang disetiap instansi milik pemerintah yang memiliki begitu banyak aset. Ketentuan berdasarkan Permendagri No.17 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.1
Kodefikasi Barang Inventaris 
Dengan inventarisasi yang baik dan terintegrasi maka akan mengurangi hilangnya aset ataupun barang karena kelalaian maupun kesengajaan akibat lemahnya teknis pencatatan dan pengawasan terhadap setiap aset yang dimiliki. Inventarisasi yang disertai dengan pencatatan seluruh aspek legal yang lengkap pun akan mencegah terjadinya sengketa ataupun perpindahan hak milik yang tidak diinginkan oleh pemilik, maka hal tersebut yang membuat tidak bisa dilepaskannya pencatatan aspek-aspek legal suatu aset disaat melakukan kegiatan inventarisasi.
2.1.3.3 Pelaporan
Menurut Permendagri No. 19 tahun 2016, “pelaporan barang
milik daerah yang dilakukan Kuasa pengguna barang disampaikan setiap
semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna”. Yang dimaksud
dengan pelaporan adalah peroses penyusunan laporan barang setiap semester dan
setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinnya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. 
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan.
Pelaporan terdiri sebagai berikut:
1. Kuasa pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna.  
2. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.  
3. Pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masingmasing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.  
4. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. 
5. Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebu menjadi buku induk inventaris. 
6. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi
barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya
pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang
(bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitlasi barang milik daerah.
7. Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada: Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang.
8. Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. 
9. Laporan Mutasi Barang semester I dan semester II digabungkan menjadi Daftar Mutasi Barang selama 1 (satu) tahun, dan masingmasing dibuatkan Daftar Rekapitulasinya (Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang).  
10. Daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di Pembantu Pengelola. 
11. Rekapitulasi seluruh barang milik daerah (daftar mutasi) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. 
12. Laporan inventarisasi barang (mutasi bertambah dan/atau berkurang) selain mencantumkan jenis, merek, tipe, dan lain sebagainya juga harus mencantumkan nilai barang.  Format Laporan Pengurus Barang :
a. Buku Inventaris. 
b. Rekap Buku Inventaris. 
c. Laporan Mutasi Barang. 
d. Daftar Mutasi Barang. 
e. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang. 
f. Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus. 
g. Daftar Barang Milik Daerah yang Digunausahakan.

2.1.4 Laporan Keuangan
2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan
Menurut Kasmir (2012:7), “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, “laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:
1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah
3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga dilingkungan pemerintah pusat
4. Suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan.
Berdasarkan pengertian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Menurut Nordiawan (2010:44),  “Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan”. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus disampaikan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Demikian pula Laporan Keuangan Pemda (LKPD) yang telah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus disampaikan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah terdiri dari kas basis kas (cash base), basis akrual (accrual basis) dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.
2.1.4.2 Komponen Laporan Keuangan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, 
Komponen laporan keuangan sebagai berikut: komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan. 

Neraca adalah suatu daftar yang disusun secara sistematis memuat tentang aset lancar, aset tetap dan penyusutannya, kewajiban serta modal yang bertujuan untuk menentukan posisi keuangan badan dan dinas di kota Palembang tahun 2018.
2.1.4.3 Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan Laporan Keuangan Menurut Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatan bahwa: “Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”. Secara spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:  
1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dan pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dan pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alkasi dan penggunaan suber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengeai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. 
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dna memenuhi kebutuhan kasnya. 
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. 
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
2.1.4.4 Fungsi Pelaporan Keuangan 
Fungsi pelaporan keuangan yang efektif akan menghasilkan informasi yang relevan, sehingga disajikan secara tidak bias, dapat dipahami, dan tepat pada waktunya. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, 
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada dan mutasi aset tetap lainnya.

Informasi penyusutan, meliputi nilai peyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercacat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 
2.1.4.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
a. Relevan;
b. Andal;
c. Dapat dibandingkan;
d. Dapat dipahami.

Fungsi laporan keuangan tersebut diuraikan sebagai berikut:
a. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:
1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
3. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
b. Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
1. Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dapat Diverifikasi (verifiability)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
c. Dapat Dibandingkan 
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika  dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut  diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
d. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.







2.2 PENELITIAN TERDAHULU
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
	Nama dan Tahun Penelitian
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	Lutfi Pauzi Fahmi (2017)
	Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran).
	Variabel Dependen: Kualitas Laporan
Keuangan  Variabel Independen: pembukuan, inventarisasi dan pelaporan
	Hasil penelitian menunjukkan elemen pembukuan secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai t hitung sebesar 1,874, elemen inventarisasi secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai t hitung sebesar 0,226, elemen pelaporan secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai t hitung sebesar 1,779. Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai F hitung sebesar  13,745.

	Novira Juwita Andiani, Dini Wahyu Hapsari, Muhamad Muslih, (2017)
ISSN: 2355-9357
	Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan SIMAK BMN Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)
	Variabel Dependen: Kualitas Laporan
Keuangan  Variabel Independen: pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK BMN
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial ditemukan bahwa pembukuan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, pelaporan tidak berpengaruh signifikan tetapi berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan, dan SIMAK BMN tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

	Okta Dwi Kurnianto (2017)

	Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang)
	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen: 
Penatausahaan Barang Milik Daerah
	Dengan menggunakan software SPSS 23 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

	Yulpi Poae, Ventje Ilat Jessy D.L., Warongan (2017)
Vol. 8. No. 1
	Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten Kepulauan Talaud
	Variabel Dependen:
Kualitas Laporan Keuangan 
Variabel Independen :
Perencanaan, Penilaian, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial perencanaan BMD berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan penilaian, penatausahan, pengawasan dan pengendalian BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengujian secara simultan perencanaan, penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

	Sukma Febrianti  (2016) 
Vol. 10(1), 151-170

	Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya
	Variabel Dependen: 
Kualitas Laporan Keuangan 
Variabel Independen : 
Pembukuan, Inventaris dan Pelaporan  Aset Tetap 
	Pembukuan, inventaris dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel pembukuan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel inventaris  secara parsial  berpengaruh negatif  terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel pelaporan parsial berpengaruh positif  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

	Ayang Putri Septiayu Anggraeni (2015)
	Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo
	Variabel Dependen:
Kualitas Laporan Keuangan 
Variabel Independen :
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial, variabel pembukuan, inventarisasi dan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo.

	Anshari, Efrizal Syofyan (2012)
ISSN: 2337-5345
	Pengaruh  Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang
	Variabel Dependen: Kualitas  Laporan Keuangan
Variabel Independen : 
Inventarisasi BMD, Legal audit, Penilaian BMD, Pengendalian dan pengawasan Barang.
	Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), Legal audit, Penilaian Barang Milik Daerah (BMD), Pengendalian dan pengawasan Barang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

	Oktaviana (2010)
	Pengelolaan Aset Daerah Berkaitan Opini Disclaimer BPK Di Kabupaten Tojo Una Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007
	Variabel Dependen:
Pengelolaan Aset Daerah 
Variabel Independen :
Perencanaan, Penatausahaan, 
Peningkatan Produktivitas, dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. 
	Perencanaan, penatausahaan, 
Peningkatan produktivitas, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset daerah.


Sumber: Diolah dari berbagai sumber 
2.3 KERANGKA PEMIKIRAN
Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, “penatausaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada kegiatan pembukuan Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang dan dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang memuat data yang meliputi nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/cara perolehan barang, ukuran barang/konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, keterangan. Kemudian dilakukan proses pelaporan yaitu peroses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinnya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. 
[bookmark: _GoBack]Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Yusuf (2015:27) menjelaskan bahwa “neraca daerah yang merupakan bagian dari komponen laporan keuangan akan lengkap dan dapat dipercaya, jika penatausahaan aset tetap antara fisik aset, dokumen pemilikan, dan penatausahaan dalam buku inventaris mempunyai kesesuaian”. Dengan adanya alur penatausahaan yang sistematis maka tingkat kepercayaan terhadap proses penatausahaan akan selalu dapat dipercaya siapapun yang membaca laporan keuangan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut disusunlah kerangka pemikiran teoritis yang dapat ditunjukkan oleh model gambar sebagai berikut:

Pembukuan (X1)
Inventarisasi (X2)
Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Pelaporan (X3)
H4
H1
H2
H3











Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.4 HIPOTESIS
Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak di uji kebenaranya dengan melihat hasil analisis peneliti adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1: 	Terdapat pengaruh pembukuan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang.
H2: 	Terdapat pengaruh inventarisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang.
H3:	Terdapat pengaruh pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang.
H4: 	Terdapat pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang.
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